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PERIKATAN (ILTIZAM)  
DALAM HUKUM BARAT DAN ISLAM 
Oleh: Umi Rohmah1 
 
Abstrak 
Kajian hukum bisnis atau ekonomi Islam memiliki tantangan dalam pengembangan hukum 
perikatan (iltizam) karena berbagai lembaga ekonomi dan keuangan Islam berkembang 
dengan pesat baik di Indonesia dan negara-negara berkembang maupun di negara-negara 
maju di Barat. Kajian-kajian terkait perikatan perlu kajian perbandingan, termasuk di 
antaranya antara hukum perikatan Islam dan Barat. Selain itu, kajian hukum perikatan 
Islam perlu formalisasi dalam kerangka hukum perikatan nasional dan internasional. 
Kata kunci: iltizam, perjanjian, hukum barat, hukum Islam. 
 
Abstract 
Study of Islamic Economic or business law has a big challenge for developing contract (iltizam) law 
since Islamic economic and finance has been developing well both in developing or eastern countries, 
such as Indonesia, and in developed or western countries, such as Europe and United States of 
America. Furthermore, studies related to Islamic contract law need comparison studies, of Islamic 
law n of western law. In addition, Islamic contract law needs formalization in the frame of national 
and international contract law. 
Keywords: iltizam, contract, western law, Islamic law. 
 
A. Pendahuluan 
Hubungan manusia dengan yang lain selalu dikaitkan dengan ikatan baik itu 
ikatan secara sosial ataupun ikatan secara agama. Istilah ikatan ini kemudian bila 
dikaitkan dengan aspek sosial dan ekonomi akan memunculkan istilah perikatan atau 
yang disebut juga dengan perjanjian. Ada yang mengatakan bahwa perikatan itu lebih 
umum yang menyangkut segala aspek sedangkan perjanjian lebih khusus atau hanya 
untuk perikatan tertentu seperti hutang piutang atau sewa menyewa. 
Perikatan ditinjau dari perkembangan hukumnya bisa dilihat dari tiga aspek, 
yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Masing-masing hukum memiliki 
ketentuan tersendiri, walaupun tak luput dari adanya persamaan dalam beberapa 
pokoknya. Perjanjian dalam hukum adat merujuk kepada sistem perjanjian yang 
dilakukan oleh kelompok masyarakat adat tertentu, sedangkan perjanjian dalam 
hukum barat merujuk kepada hukum eropa. Kedua sistem hukum tersebut ada diakui 
dalam Islam jika tidak bertentangan prinsip-prinsip perjanjian dalam Islam. 
                                                 
1 Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari. 
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Di Indonesia terdapat hukum adat dan hukum warisan Belanda dalam buku 
undang-undang hukum perdata yang dikenal dengan burgerlijk wetboek yang sampai 
saat ini masih dijadikan rujukan oleh para penegak hukum. Namun setelah muncul 
tren syari'ah atau bisa dikatakan bahwa hukum Islam mengalami perkembangan di 
dunia modern, muncullah sekarang yang namanya hukum perjanjian atau kontrak 
syariah. 
Hukum perjanjian atau hukum kontrak yang berlaku saat ini adalah warisan 
Belanda sehingga ada kemungkinan mengalami perubahan ketika masyarakat 
membutuhkan hukum lain yang dirasa sesuai dengan kebutuhan pada suatu masa 
tertentu, terutama karena munculnya berbagai kontrak yang menggunakan istilah-
istilah dan sistem syari'ah. Untuk lebih jelasnya di sini akan dijelaskan tentang apa itu 
perikatan dari sudut pandang BW dan hukum Islam. 
B. Pengertian perikatan (iltizam) 
Dalam bahasa Belanda perikatan disebut verbintenis sedang penjanjian disebut  
overeenkomst sebagaimana istilah tersebut umum dipakai oleh para ahli hukum.2 Istilah 
perikatan juga memiliki kesamaan kata dalam bahasa arab, yaitu iltizam atau 'aqdun. 
Adapun dalam bahasa Inggris perikatan mempunyai keterkaitan makna dengan kata-
kata seperti contract, engagement, obligation, dan duty.3 Sehingga dapat dimaknai bahwa 
perikatan itu berhubungan erat dengan perjanjian, tanggungjawab, kewajiban, dan 
amanah. 
Perikatan dalam hubungannya dengan kata-kata terkait di atas dapat 
didefinisikan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang 
atau dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang 
lain, sedang pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.4 
Adapun definisi yang lazim dipakai untuk perikatan adalah bahwa perikatan 
merupakan hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan 
                                                 
2  Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 43. 
3 Digital Dictionary, Golden al Wafi. 
4  Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1. 
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mana salah satu pihak dapat menuntut pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak 
melakukan sesuatu.5 
Perikatan disebut juga dengan akad yang merupakan janji setia kepada Allah di 
mana janji itu dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan sehari-
hari sebagai makhluk sosial.6 Perjanjian ini kemudian memunculkan hak dan 
kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang 
bersepakat. Misalnya seorang penjual mobil bersepakat dengan pembeli untuk menjual 
barangnya dengan harga 200 juta, maka sang penjual wajib menyerahkan mobilnya 
dan berhak atas uang 200 juta rupiah dari sang pembeli tadi, begitu juga sebaliknya 
sang pembeli wajib menyerahkan uangnya untuk mendapatkan hak atas mobil yang 
dimaksud untuk dimilikinya. 
Akad atau transaksi sendiri merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul 
dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat 
hukum pada obyeknya.7 Maksudnya adalah bahwa akad terjadi pada saat adanya 
pernyataan dari pihak pertama mengenai apa yang diinginkannya dan adanya 
pernyataan pihak kedua mengenai penerimaan terhadap apa yang diinginkan oleh 
pihak pertama. Kondisi inilah yang disebut dengan transaksi.  
Istilah akad ini kemudian mengalamai pembaruan dengan adanya istilah iltizam 
(perikatan) yang dalam hukum Islam diartikan terisinya dzimmah seseorang atau suatu 
pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang atau pihak lain.8 
Hukum perikatan semacam ini muncul untuk memberikan perlindungan 
terhadap manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah yang mempunyai 
potensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain.9 Dengan 
adanya hukum perikatan ini maka manusia akan dapat menghargai hak orang lain dan 
                                                 
5Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.  
6 Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2004). hlm. 2. 
7 Ahmad Azhar Basjir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993).hlm. 42. 
8Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 49. 
9 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2006). hlm. 4. 
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bertindak semena-mena terhadap hak orang lain sebab ada bukti perjanjian atau 
kesepakatan baik itu tertulis maupun lisan yang disaksikan oleh pihak ketiga seperti 
yang dianjurkan dalam alQur'an bahwa apabila bertransaksi maka hendaklah ditulis.10 
Hal ini senada dengan pendapat bahwa apabila seseorang telah mengikatkan 
diri dengan orang lain melalui sebuah perjanjian atau perikatan maka para pihak 
bertanggungjawab terhadap apa yang telah dibuatnya baik itu sifatnya untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena mereka sudah terikat satu 
sama lain. Ini disebabkan janji mengikat hanya bagi para pihak yang terlibat.11 
C. Sumber-sumber perikatan  
Sumber perikatan bisa bermakna dua, yaitu sebagai sebab terjadinya perikatan 
dan landasan hukum perikatan. Menurut Anwar, dalam hukum Islam sumber-sumber 
perikatan dapat disebut sebab-sebab perikatan.12 Apabila ada sebuah sebab perikatan 
yang terjadi, maka perikatan akan terbentuk. Dalam makalah ini akan dijelaskan 
sumber-sumber perikatan yang meliputi sumber sebagai sebab dan sumber sebagai 
landasan hukum.  
Adapun sumber-sumber sebagai sebab-sebab perikatan di Indonesia ada dua, 
yaitu perjanjian dan undang-undang.13 Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1233 
KUH Perdata, "Tiap-tiap Perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), 
maupun karena undang-undang."14 
Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan lagi menjadi undang-
undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang. 
Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang kewajiban di 
dalamnya langsung diperintahkan oleh undang-undang.15 Misalnya hak dan 
                                                 
10 QS.  
11 Fathurrahman Djamil (et al), Hukum Perjanjian Syari'ah Dalam Kompilasi Hukum 
Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).hlm. 248. 
12Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.   
13 Ibid., hlm. 45.  
14 Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1995). hlm. 323. 
15 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.  
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kewajiban yang muncul karena perikatan pernikahan seperti termaktub dalam UU 
Perkawinan. 
Selain itu ada perikatan yang muncul dari undang-undang karena perbuatan 
orang lain baik itu berupa perbuatan sesuai hukum ataupun perbuatan melawan 
hukum. Contoh dari perbuatan sesuai hukum adalah seperti yang tercantum dalam 
pasal 1359 KUHP bahwa seseorang yang melakukan pembayaran tak terutang boleh 
menarik kembali apa yang telah dibayarkannya dan penerima pembayaran tak 
terutang tersebut wajib mengembalikannya apabila ditarik si pembayar. Sedangkan 
contoh kedua adalah perbuatan melawan hukum atau merugikan orang lain dapat 
menimbulkan kewajiban penggantian oleh si pelaku seperti disebutkan dalam pasal 
1365 KUH Perdata.16 
Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa sumber-sumber yang 
melahirkan adanya perikatan sebagaimana berikut17: 
a. perjanjian, 
b. undang-undang, yang dapat dibedakan menjadi: 
1) undang-undang saja, 
2) undang-undang berkaitan dengan perbuatan orang,  dibagi lagi 
menjadi dua: 
a) perbuatan sesuai hukum (rechtmatige daad) 
b) perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) 
Perbuatan hukum ada dua macam, yaitu:18 
1. perbuatan hukum sepihak, yaitu perbautan hukum yang dilakukan oleh satu 
pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. 
Misalnya, pembuatan surat wasit, dan pemberian hadiah sesuatu benda atau yang 
dikenal dengan istilah hibah. 
2. perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan ole dua 
pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak (timbal 
balik). Isalnya persetujuan sewa menyewa, jual beli, dll. 
                                                 
16 Ibid., hlm. 46. 
17 Ibid., hlm. 47 
18 Chairuman  Pasaribu & Suharawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2004). hlm. 2. 
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Adapun sumber-sumber perikatan dalam Islam menurut azZaqa' sebagaimana 
dinukil oleh Anwar itu ada lima: 
1. akad (al 'aqd) 
2. kehendak sepihak (al iradah al munfaridah) 
3. perbuatan merugikan (al fi'l adh dharr) 
4. perbuatan bermanfaat (al fi'l an-nafi') 
5. syara’19 
Ketentuan syara' juga bisa menimbulkan perikatan seperti ikatan pernikahan, atau 
antara orang dan anak. Hal ini sudah ditegaskan baik oleh agama Islam dalam teks-
teks Quran dan Hadith maupun dalam KHI sebagai landasan hukum perikatan. 
Sedangkan landasan hukum perikatan ada tiga, yaitu:20 
1. al Qur'an 
a. QS. Al Baqarah (2): 188 
b. QS. Al Baqarah (2): 275 
c. QS. Al Baqarah (2): 282 
d. QS. Al Baqarah (2): 283 
e. QS. AnNisa (4): 29 
f. QS. Al Maidah (5): 1 
g. QS. Al Maidah (5): 2 
h. QS. Al Jumu'ah(62): 9 
i. QS. Al Muthaffifin (83): 1-6 
2. Hadits (yang sesuai dengan sumber pertama) 
a. HR Abu Daud dan Hakim 
"Allah SWT telah berfirman  (dalam adith qudsinya), Aku adalah yang ketiga dari 
dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhianat 
terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka 
Aku keluar dari perserikatan keduanya.' 
b. Hadith Nabi  Muhammad SAW dari Abu Huraira 
                                                 
19 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.  
20 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group). hlm. 38. 
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"Janganlah di anatara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain." 
c. HR. Ahmad dan Baihaqi 
Orang yang mampu membayar hutang, haram atasnya melalaikan hutangnya. 
Maka apabila salah seorang di antara kamu memindahkan hutangnya kepada 
orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima asal yang lain itu mampu 
membayar. 
d. HR. Bukhari dan Muslim 
Siapa saja yang melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran 
tertentu, timbangan dan waktu tertentu. 
e. HR Abu Ya'la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tirmizi. 
Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering 
keringatnya. 
3. al-ra'yu 
Al ra’yu di sini dapat diartikan bahwa apabila ada ulama yang memfatwakan 
suatu hukum mengenai perikatan, maka pendapat ulama ini disebut dengan 
ra’yu yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum bagi masyarakat. Fatwa 
ulama mengenai perikatan tersebut bisa berupa bersifat lokal maupun nasional. 
Sehingga fatwa tersebut bisa dijadikan rujukan bagi praktisi hukum maupun 
bisnis syari’ah. 
D. Macam-Macam Perikatan dalam Hukum Islam 
Perikatan sebagaimana telah dijelaskan definisinya di atas dapat diklasifikasikan 
menjadi empat macam:21 
1. Perikatan utang 
Objek dari perikatan ini adalah uang atau sejumlah benda yang misli. Sumber 
perikatan utang ada empat, yaitu: pertama, akad; kedua, kehendak sepihak yang 
objeknya sejumlah utang atau benda; ketiga, perbuatan melawan hukum; keempat, 
pembayaran tanpa sebab. 
2. Perikatan benda 
                                                 
21Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 50-59.  
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Perikatan merupakan perikatan untuk menyerahkan sesuatu benda tertentu. 
Sumber periaktan ini adalah akad. Misalnya perjanjian jual beli.  
3. Perikatan kerja/melakukan sesuatu 
Sumber perikatan ini adalah insta' dan ijarah. Akad istisna' adalah perjanjian untuk 
melakukan sesuatu melalui pemesanan. Sedang akad ijarah adalah perjanjian yang 
objeknya adalah manfaat atau jasa.  
4. Perikatan menjamin 
Jenis perikatan ini objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. 
Misalnya si A menanggung si B untuk perikatan yang terjadi antara si A dan si B. 
perikatan ini bisa berupa perikatan utang, perikatan benda dan perikatan yang 
berupa penyerahan orang yang ditanggung dalam akad.  
E. Peta Hukum Perikatan Islam 
Dalam bagan hukum di Indonesia, hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu:22 
1. Hukum Publik 
2. Hukum Privat. Hukum ini terkait dengan tiga hal, yaitu: 
a. Hukum Internasional. 
b. Hukum Formil. 
c. Hukum Materiil. Dalam hukum materiil ada 2 jenis hukum, mereka adalah: 
1) Hukum Dagang 
2) Hukum Perdata: 
a) Hukum orang dan keluarga 
b) Hukum badan hukum 
c) Hukum harta kekayaan yang meliputi hukum benda dan perikatan. 
Menurut Anwar, ada yang tidak membedakan antara hukum dagang dan hukum 
perdata karena kedua hukum tersebut saling terkait.23 Setelah melihat pembagian atau 
bagan hukum di atas, dapat dilihat bahwa posisi hukum perjanjian adalah sebagai 
bagian dari hukum harta kekayaan yang termasuk dalam hukum perdata di Indonesia. 
Hukum perjanjian adalah sebagian bentuk dari hukum perikatan, di mana hukum 
perjanjian itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum perjanjian tertulis dan hukum 
                                                 
22  Syamsul Anwar, Kuliah Aplikasi Kontrantual Bisnis Syari’ah, (Yogayakarta: tp, 2008). 
23 Syamsul Anwar, Kuliah Aplikasi Kontrantual Bisnis Syari’ah, (Yogayakarta: tp, 2008). 
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perjanjian tidak tertulis. Dan hukum kontrak merupakan bentuk dari hukum perjanjian 
yang tertulis.24 Jadi, sebenarnya kajian yang kita bahasa ini hanya merupakan sekelumit 
kecil dari hukum yang ada di Indonesia.  
Sedangkan hukum Islam mencakup tujuh macam, yaitu:25 
1. Hukum Ibadah 
2. Hukum Keluarga 
3. Hukum Muamalah 
4. Hukum Jinayah 
5. Hukum Acara 
6. Hukum Keuangan Negara 
7. Hukum Internasional yang terdiri dari hukum public dan privat. 
Hukum kekayaan dalam hukum Islam masuk dalah hukum muamalat.  Hukum 
kekayaan Islam tidak sama dengan hukum kekayaan Belanda. Ini dikarenakan hukum 
orang dan bukan orang dimasukkan dalam hukum muamalat. Sehingga di sini ada dua 
macam pembagian. Pembagian pertama, hukum muamalat meliputi hukum benda 
(māl), hukum perikatan (iltizām), dan hukum bisnis (tijārah).26 
Adapun pembagian jenis kedua, hukum muamalat dibagi menjadi:27 
1. Hukum hak (subyek, obyek, dan hak itu sendiri) 
2. Hukum peralihan hak 
3. Hukum bisnis. 
Dari pembagian ini jelas bahwa hukum perikatan itu masuk dalam hukum kekayaan 
Islam yang menjadi bagian dari hukum muamalat. 
F. Prospek Hukum Perikatan Islam dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. 
Studi hukum Islam semakin lama akan semakin banyak menghadapi tantangan 
karena permasalahan yang bermunculan semakin kompleks. Pesatnya perkembangan 
di bidang ekonomi Islam dan juga perkembangan teknologi saat ini menuntut 
                                                 
 
24 Ibid. 
 
25 Ibid. 
 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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tersedianya hukum memadai yang mengatur berbagai transaksi bisnis yang ada. 
Terlebih saat ini bisnis tidak hanya dilakukan secara tradisional namun juga secara 
canggih dan modern. Kondisi ini perlu ditunjang dengan literatur yang memadai. 
Minimnya literatur hukum Islam terkait transaksi-transaksi yang terus 
mengalami perkembangan menyebabkan lambatnya laju perkembangan bisnis 
syari'ah. Literatur klasik yang ada hanya memuat transaksi perdagangan yang masih 
dalam taraf puritan.28 Ini menunjukkan bahwa kajian-kajian modern dan kontemporer 
perlu lebih digiatkan lagi untuk memperkaya hasanah keilmuan dan rujukan yang 
memadai dalam menjawab persoalan dan tantangan bisnis global dan canggih seperti 
saat ini dan tentu di masa yang akan datang. 
Dengan munculnya lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah seperti 
BMT, bank syari'ah, Hotel Syari'ah, reksadana syari'ah, e-commerce syari’ah, dsb, 
maka akan memunculkan adanya perikatan-perikatan dalam wujub baru yang 
membutuhan perlindungan dalam bentuk peraturan hukum yang baku dan jelas 
untuk menjamin keamanan manusia ketika melakukan transaksi. Dalam hal ini hukum 
Islam sudah selayaknya mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan 
perekonomian yang ada. Sehingga hukum-hukum Islam dapat diakui keberadaannya 
dan tidak hanya dapat diberlakukan untuk umat islam saja namun juga umat manusia 
pada umumnya. 
Di sini kemudian muncul polemik tersendiri karena adanya kesenjangan antara 
hukum positif dan hukum Islam. maksudnya adalah bahwa hukum Islam adalah 
hukum yang murni berdasarkan sebuah ajaran agama tertentu sedangkan hukum 
positif yang selama ini ada di Indonesia adalah produk barat yang tidak ada 
hubungannya dengan agama tertentu. Maka muncullah kecurigaan-kecurigaan yang 
akhirnya menghambat laju perkembangan hukum Islam dan perkembangan ekonomi 
Islam pada umumnya. 
Kemudian bagaimana kendala tersebut hendaknya harus diatasi sesegera 
mungkin untuk membuka kran yang tersumbat selama ini dengan memproduksi 
sebuah produk hukum yang ramah terhadap semua agama. Misalnya saja, 
                                                 
28 Muhammad Hasyim, "Bursa Efek dalam Konteks Pemikiran Fiqh", Problematika Hukum 
Islam Kontemporer. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997). hlm. 1. 
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penggunaan istilah-istilah transaksi yang dipakai dalam undang-undang perbankan 
syari'ah dapat diperhalus dengan menggunakan istilah-istilah umum.  
Selain itu, dengan perkembangan transaksi syari’ah dalam lingkup 
internasional,  maka adanya rumusan peraturan mengenai hukum perikatan Islam 
dalam prinsip hukum internasional sangat penting. Terlebih lagi mengingat 
perkembangan teknologi yang dipakai transaksi elektronik yanng sangat pesat 
menuntut kepastian hukum yang menjamin keamanan bagi para pelakunya. 
G. Penutup 
Sebagai penutup penulis menyimpulan bahwa perikatan Islam sebenarnya 
mampu memberikan jawaban terhadap persoalan transaksi yang saat ini berkembang 
karena sudah ada dasar-dasar filosofis hukum Islam yang bisa menjangkau semua 
wilayah hukum. Demikian tulisan ini kami sampaikan. Kritik dan saran diharapkan 
dalam diskusi ini. 
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